


































TATA KELOLA BUMDESA 

 

Ir. Christine Sri Widiputranti, M.P. 

 

 PEMBEKALAN KKN PEIODE 56 

STPMD “APMD” 

Selasa, 25 Juli 2023 



PENGERTIAN BUMDESA 

Butir 6 Pasal 1 BAB I UU No 6 Tahun 2014 
tentang Desa, disebutkan 

BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Desa melalui penyertaan secara langsung yang 
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa.  



 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa : 
Bab X Pasal 87 - 90 

Pasal 87  
(1). Desa dapat mendirikan Badan Usaha      
       Milik Desa yang disebut BUM Desa 
(2). BUM Desa dikelola dengan semangat  
       kekeluargaan dan kegotongroyongan. 
(3). BUM Desa dapat menjalankan usaha di  
      bidang ekonomi dan/atau pelayanan  
      umum sesuai dengan ketentuan  
      perundang –undangan. 



Pasai 88: 
(1). Pendirian BUM Desa disepakati melalui  
       Musyawarah Desa. 
(2). Pendirian BUM Desa sebagaimana  
      dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  
      dengan Peraturan Desa 
Pasal 89: 
Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: 
a. Pengembangan usaha; dan  
b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat  

Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat 
miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan 
kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

 



Pasal 90: 

   Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa 
mendorong perkembangan BUM Desa 
dengan: 

   a. memberikan hibah dan/atau akses  

       permodalan. 



 b. melakukan pendampingan teknis  

     akses ke pasar.  

c. memprioritaskan BUM Desa  dalam    

    pengelolaan sumber daya alam di    

    Desa 



Mengapa ada BUMdesa 

Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT 
dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah: 

    meningkatkan perekonomian desa, 
meningkatkan usaha masyarakat dalam 
pengelolaan potensi ekonomi desa. 

  

 



Tolok ukur keberhasilan BUMDES 
 

BUMDes tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada 
partisipasi pemerintah dan dukungan dari masyarakat 
desa. 

Indikator keberhasilan BUMDes dapat dilihat melalui 

•  meningkatnya laba/aset secara konsisten, 

•  meluasnya cangkupan konsumen,  

• kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas, dan  

• memberikan dampak nyata bagi masyarakat.  

  

 



Peraturan Pemerintah  
Nomor 11 Tahun 2021Tentang BUMDesa 

BAB II PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA 

Pasal 7 

(1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa 
berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa 
atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa 
dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan 
Bersama Kepala Desa.  

 



 (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan 
kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau 
kedekatan wilayah.  

(4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada 
batas wilayah administratif.  

(5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa 
dengan Desa lain secara langsung tanpa 
mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM 
Desa di Desa masing-masing.  

 



(6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling 
sedikit memuat:  

a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa 
bersama; 

 b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa 
bersama; dan  

c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa 
dan/atau masyarakat Desa dalam rangka 
pendirian   BUM Desa/BUM Desa bersama.  

 



Pasal 8 

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh 
status badan hukum pada saat diterbitkannya 
sertifikat pendaftaran secara elektronik dari 
menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia.  

(2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama 
memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa 
bersama, kedudukan badan hukum unit usaha 
tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa 
bersama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



Pasal 9  

(1) Untuk rnemperoleh status badan hukum 
sebagaimana dimaksurl dalam Pasal 8 ayat (1), 
Pemerintah Desa meiakukan pendaftaran 
BUM Desa/BUM Desa bersama kepada 
Menteri melalui sistem informasi Desa.  

(2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa 
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terintegrasi dengan sistem administrasi badan 
hukum pada kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia.  

 



(3) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa 
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menjadi dasar Peraturan Menteri untuk 
menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum 
BUM Desa/BUM Desa bersama.  

(4) Ketentuan mengenai pendaftaran BUM 
Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

(5) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat 
pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa 
bersama sebagai dimaksud pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Menteri yang menyelenggakan 
di bidang hukum dan hak asasi manusia.  



Contoh: di Kalurahan Ngelanggran Patuk Gk 
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Struktur Organisasi  
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